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Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya kasus kendala operasional pada PT.
Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dengan sebab utama adanya musibah alam yang
mengakibatkan terputusnya jalur atau lintas yang akan dilalui kereta api, sehingga
menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa atau konsumennya. PT. KAI selaku
penyelenggara sarana (pelaku usaha) lantas menetapkan kebijakan pembatalan tiket
sebagai bentuk penyesuaian atas kondisi yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: 1.) Bagaimana bentuk pembatalan tiket di Stasiun Blitar Daerah
Operasional VII Madiun?, 2.) Bagaimana mekanisme bentuk pertanggungjawaban
terhadap pembatalan tiket di Stasiun Blitar Daerah Operasional VII Madiun?, 3.)
Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pembatalan tiket dalam Undang-
Undang Perkeretaapian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah metode
penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Kualitatif. Data dikumpulkan
dengan melalui wawancara mendalam serta dokumentasi. Analisis data dilakukan
melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1.) Bentuk pembatalan tiket di Stasiun Blitar
Daerah Operasional VII Madiun adalah melalui 2 cara, yakni dilakukan pengguna
jasa dan oleh perusahaan. Pertanggungjawaban masing-masing berupa
pengembalian biaya (refund), hanya saja apabila pembatalan dilakukan pengguna
jasa maka pengembalian biaya diberikan tidak sepenuhnya. 2.) Mekanisme bentuk
pertanggungjawaban terhadap pembatalan tiket, yang berupa pengembalian biaya
100% dilakukan melalui dua opsi pilihan yakni secara tunai atau transfer. Apabila
pengembalian biaya dilakukan melalui transfer, dapat di proses dalam waktu
maksimal 3 hari. 3.) Analisis yuridis pertanggungjawaban pembatalan tiket, apabila
dinilai dari perspektif Undang-Undang Perkeretaapian relevan dengan Pasal 134
ayat 1 dan Pasal 134 ayat 4. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, mekanisme bentuk pertanggungjawaban PT. KAI
tersebut dinilai sesuai dengan Pasal 7 huruf (b), Pasal 7 huruf (f), Pasal 19 ayat 1,
serta Pasal 19 ayat 2.
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This research is motivated by the high number of operational constraints at
PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) with the main cause being natural disasters
that result in the disconnection of the line or crossing that will be passed by the
train, thus causing losses for service users or consumers. PT. KAI as the facility
organizer (business actor) then sets a ticket cancellation policy as a form of
adjustment to the conditions that occur.

Based on this background, the formulation of the problem in this study is: 1.)
What is the form of ticket cancellation at Blitar Station Operational Area VII
Madiun?, 2.) What is the mechanism for the form of accountability for ticket
cancellation at Blitar Station Operational Area VII Madiun?, 3.) What is the legal
analysis of accountability for ticket cancellation in the Railway Law and the
Consumer Protection Law?

The research method used in this research study is the Normative legal
research method with a Qualitative approach. Data were collected through in-depth
interviews and documentation. Data analysis was carried out through data
condensation, data presentation, and drawing conclusions and verification.

The results of the study show: 1.) The form of ticket cancellation at Blitar
Station Operational Area VII Madiun is through 2 methods, namely by the service
user and by the company. The responsibility of each is in the form of a refund, only
if the cancellation is made by the service user, the refund is not given in full. 2.)
The mechanism for the form of responsibility for ticket cancellation, which is in the
form of a 100% refund is carried out through two options, namely in cash or
transfer. If the refund is made by transfer, it can be processed within a maximum of
3 days. 3.) The legal analysis of the accountability for ticket cancellation, when
assessed from the perspective of the Railway Law is relevant to Article 134
paragraph 1 and Article 134 paragraph 4. While from the perspective of the
Consumer Protection Law, the mechanism for the form of PT. KAI's accountability
is assessed in accordance with Article 7 letter (b), Article 7 letter (f), Article 19
paragraph 1, and Article 19 paragraph 2.
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